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PEMBERLAKUAN HUKUM PIDANA DI ZONA NETRAL POS LINTAS
BATAS NEGARA ENTIKONG

ABSTRAK

Pemberlakuan hukum pidana di Zona Netral Pos Lintas Batas Negara
Entikong harus disesuaikan dengan statusnya sebagai zona security belt antara
Indonesia dan Malaysia. Zona Netral ini berfungsi secara border to border untuk
gencatan senjata, tidak menempatkan pasukan tentara masing-masing dan tidak
memperluas wilayah antar perbatasan dalam rangka menjaga perbatasan negara.
Zona Netral disisi lain diartikan pula sebagai wilayah yang kedaulatan teritorialnya
telah kehilangan aspek otonominya sehingga penerapan hukumnya dipertanyakan.
Atas dasar tersebut, permasalahan dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menganalisis bagaimana pemberlakuan hukum pidana dan bagaimana upaya
penegakan hukum pidana di Zona Netral Pos Lintas Batas Negara Entikong.

Penelitian terhadap hukum pidana di zona netral ini dianalisis dengan
menggunakan metode penelitian normatif-empiris yang mengkaji hukum normatif
dan dilengkapi dengan data empirik. Penelitian ini menggunakan data sekunder
berupa kepustakaan serta didukung oleh data primer berdasarkan penelitian
lapangan seperti wawancara dan observasi. Adapun penelitian ini dilakukan dengan
pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan
pendekatan teori. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu dideskripsikan
secara sistematis untuk menarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa pemberlakuan hukum pidana di
Zona Netral yang beraspek pada locus delicti dapat menggunakan Asas Nasional
Aktif dengan mempertimbangkan elemen tempat perbuatan pidana, tempat
bekerjanya alat, dan tempat akibat pidana. Pertimbangan secara komprehensif
selanjutnya dengan mempertimbangkan berdasar tempus delicti, subjek hukum
pidana dan konteks persoalan pidananya. Selanjutnya dalam upaya melihat
kenyataan pemberlakuan hukum pidana di Zona Netral, maka penelitian ini
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana yaitu
berdasarkan kaidah hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan
budaya di Zona Netral Pos Lintas Batas Negara Entikong.

Kata Kunci: Hukum Pidana; Zona Netral; Pos Lintas Batas Negara Entikong.
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APPLICATION OF CRIMINAL LAWS IN THE NEUTRAL ZONE OF
ENTIKONG STATE CROSS-BORDER POST

ABSTRACT

The application of criminal law in the Entikong State Cross-Border Post
Neutral Zone must be adjusted to its status as a zone security belt between Indonesia
and Malaysia. This Neutral Zone functions in a way border to border for a ceasefire,
not deploying troops to each other and not expanding the area between borders to
protect the country's borders. The Neutral Zone, on the other hand, is also defined
as an area whose territorial sovereignty has lost its aspect of autonomy so the
application of the law is questionable. On this basis, this research aims to analyze
how criminal law is enforced and how criminal law enforcement efforts are carried
out in the Entikong State Cross-Border Post Neutral Zone.

Research on criminal law in the neutral zone is analyzed using normative-
empirical research methods that examine normative law and are equipped with
empirical data. This research uses secondary data in the form of literature and
supported by primary data based on field research such as interviews and
observations. This research was carried out using a statutory approach, case
approach, conceptual approach, and theoretical approach. The data is then
analyzed qualitatively, that is, described systematically to conclude.

The results of this research concluded that the implementation of criminal law
in the Neutral Zone has aspects of locus delicti and can use Active National
Principles by considering the elements of the place of the criminal act, the place
where the tool works, and the place of criminal consequences. Further
comprehensive consideration is based on consideration tempus delicti, the subject
of criminal law, and the context of criminal issues. To see the reality of the
implementation of criminal law in the Neutral Zone, this research analyzes the
factors that influence law enforcement, namely legal rules, law enforcement,
facilities and infrastructure, society and culture in the Entikong State Cross Border
Post Neutral Zone.

Keywords: Criminal law; Neutral Zone,; Entikong State Border Post.
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1.1.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pasal 25 A Undang-Undang Dasar Negara Indonesia menyatakan
bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara
kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-
haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Sejalan dengan mandat tersebut
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah
Negara Pasal 7 menjabarkan bahwa “Negara Indonesia memiliki hak-hak
berdaulat dan hak-hak lain di wilayah yurisdiksi yang pelaksanaannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional”

Wilayah negara Indonesia dalam praktek Internasional berbatasan
langsung dengan beberapa negara. Indonesia secara geografis berada di
kawasan Asia Pasifik (Asia Tenggara) dan memiliki batas wilayah negara
meliputi batas darat, batas laut (maritim), dan batas udara. Negara Indonesia
di batas darat berbatasan langsung dengan tiga negara yaitu Malaysia, Papua
New Guinea, dan Timor Leste (Djalal, 2013).

Garis batas antar negara di darat dimaksudkan untuk memisahkan hak
dan kewajiban masyarakat, anggota masyarakat ataupun negara atas suatu
wilayah. Garis batas tersebut merupakan identifikasi adanya hak dan
kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut dapat timbul berdasarkan hubungan

hukum kelompok sosial masyarakat dengan wilayahnya. Garis batas tersebut

1



memberi implikasi negara-negara yang berbatasan memiliki hak-hak dan
kewenangan berdaulat di wilayah yurisdiksi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan dan hukum internasional (Rusmiyati et al, 2022)

Perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia terbentang dari barat ke
timur di Pulau Kalimantan sepanjang 2.004 Km dari tanjung batu hingga ke
Teluk Sebatik. Perbatasan ini memisahkan provinsi Kalimantan Utara,
Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat di Indonesia dengan negara bagian
Serawak dan Sabah di Malaysia. Khusus di Provinsi Kalimantan Barat,
perbatasan membentang sepanjang 966 Km dari Kabupaten Sambas sampai
ke Kabupaten Kapuas Hulu (Susilo dkk., 2019).

Pembangunan wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia di
Kalimantan Barat diwujudkan dengan membangun Pos Lintas Batas Negara
(PLBN).Terdapat 3 (Tiga) PLBN yang sudah dibangun dan sedang proses
yaitu PLBN Entikong, PLBN Aruk, PLBN Badau, PLBN Jagoi Babang dan
PLBN Sungai Kelik sesuai amanat Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2019
tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan
Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan (Bangun, 2022).

PLBN Entikong kerap disebut sebagai pos lintas batas pertama di
Indonesia yang mulai beroperasi pada 1 Oktober 1989. Pos Lintas Batas
Negara (PLBN) Entikong terletak di Jalan Lintas Malindo, Kabupaten
Sanggau, Kalimantan Barat. PLBN Entikong sebagai wajah negara memiliki

fungsi yang strategis sebagai gerbang pemeriksaan dan pelayanan kepada



para pelintas antar negara (Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD),
2017).

Kini PLBN Entikong menjadi PLBN Paling ramai yang digunakan
pelintas batas negara di Kalimantan Barat. Per Desember 2023, PLBN
Entikong angka pelintas batasnya tertinggi seluruh Indonesia mencapai
64.623 dengan 35.902 keberangkatan dan 28.721 kedatangan (BNPP RI,
2024).

Para pelintas batas negara ketika ingin ke Sarawak Malaysia melewati
PLBN Entikong harus melewati pintu perbatasan di Tebedu, Sarawak,
Malaysia.Perbatasan antar Indonesia dan Malaysia dibatasi oleh sebuah pagar
besi di masing-masing garis perbatasannya. Di antara pagar tersebut terdapat
area tanah kurang lebih seluas 300 m yang disebut sebagai Zona Netral. Di
Zona Netral ini menjadi pemahaman umum bahwa yurisdiksi Indonesia
maupun Malaysia tidak berlaku sehingga petugas-petugas terkait enggan
bertindak jika terjadi permasalahan karena tidak memiliki kewenangan di
areal tersebut (Bangun, 2022).

Zona Netral di PLBN Entikong juga kerap diakali fungsinya oleh para
buruh angkut yang berada di areal perbatasan. Buruh angkut tersebut mencari
rezeki dengan menawarkan jasa membawa barang para pelintas batas negara.
Masalah terjadi ketika para buruh angkut barang menyeleksi barang yang
harus lewat jalur PLBN dan yang lewat jalur di luar PLBN. Kerap kali buruh
angkut memilah barang yang bernilai ekonomis tinggi untuk diangkut melalui

jalur di luar PLBN sehingga barang-barang yang diangkut tidak melewati pos



lintas batas. Aktivitas di Zona Netral tersebut diluar kewenangan dari PLBN
sehingga tidak dapat dihentikan oleh aparat terkait (Johannes, 2019).

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan buruh angkut di kawasan zona netral
terlihat dijalani tanpa rasa canggung ataupun khawatir jika aktivitas mereka
akan ditindak oleh petugas. Kondisi ini bisa saja menjadi celah bagi oknum
yang memanfaatkan jasa mereka. Kawasan Zona Netral ini rawan tindak
kejahatan namun bebas dari kewenangan (Johannes, 2019).

Di Zona Netral ini sering terjadi pemaksaan-pemaksaan terhadap orang
yang melintas batas negara dengan cara memaksa menukar uang dari rupiah
ke ringgit dan sebaliknya. Nilai penukaran uang itu jauh nilainya daripada
penukaran uang yang resmi (money changer). Kawasan ini merupakan
kawasan yang bisa dimanfaatkan orang-orang untuk melakukan transaksi apa
saja pada saat menuju ke Pos Lintas Batas Negara yang dituju. Statusnya yang
bukan merupakan wilayah Malaysia maupun Indonesia berimplikasi rentan
kejahatan penipuan, pemaksaan, dan ancaman kekerasan psikologis (Astuti,
2018).

Penegakan hukum di Zona Netral memang menjadi dilema. Sebagai
perbandingan, Petugas di PLBN Aruk (Kabupaten Sambas, Kalimantan
Barat) juga kesulitan menegakkan hukum di Zona Netral. Ivan Steven Y
selaku Staf PLBN Aruk BNPP RI menuturkan bingung harus menggunakan
hukum yang mana ketika harus mendamaikan orang yang sedang cekcok di

Zona Netral (Rahmat, 2020).



Ivan Steven Y menuturkan permasalahan dimulai ketika ojek dari
Indonesia cekcok dengan travel dari Malaysia permasalahan penumpang di
Zona Netral. Saat itu memang belum ada shuttle bus yang membawa para
pelintas batas. Masing-masing dari Travel dari Malaysia dan ojek dari
Indonesia pun keberatan dan melaporkan kasus tersebut kepada Polis Diraja
Malaysia (Kepolisian Kerajaan Malaysia) dan juga Polres Sambas. Namun
Polis Diraja Malaysia dan juga Polres Sambas mengatakan bahwa kasus
tersebut bukan merupakan kewenangan dari mereka karena kasusnya terjadi
zona netral. Ivan Steven Y selaku Staff PLBN Aruk akhirnya harus turun
tangan mendamaikan pihak yang cekcok secara kekeluargaan. Ivan Steven Y
pun mempertanyakan jika nanti sebuah permasalahan terjadi lagi di Zona
Netral hukum apa yang harus digunakan (Rahmat, 2020).

Upaya penertiban Zona Netral hingga benar-benar steril sebenarnya
sudah pernah dilakukan pada tahun 2017 namun hanya bertahan beberapa
bulan saja. Setelah upaya strerilisasi tersebut seluruh instansi di perbatasan
Entikong seperti Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, TNI, Polri, hingga BNPP
(Badan Nasional Pengelola Perbatasan) melakukan apel pagi (21/08/07)
untuk membahas komitmen penertiban bersama jalur netral dan memperkuat
perbatasan Entikong dari masuknya barang-barang illegal hinggal narkotika.
Bea Cukai bersama instansi lain di perbatasan ingin berkomitmen untuk
menjadikan PLBN Entikong steril layaknya Bandara Internasional

(Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2017).



Permasalahan di Zona Netral yang dianggap sebagai kawasan bebas
oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini masih dicari solusinya
oleh Pemerintah. Robert Simbolon selaku Deputi Bidang Pengelolaan Batas
Wilayah Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ketika
meninjau PLBN Entikong pada tahun 2019 menegaskan bahwa perlu
disepakati untuk dicari solusi bersama antara Indonesia dan Malaysia terkait
permasalahan perdagangan illegal di Zona Netral (BPPD, 2019).

Penjagaan pelintasan Indonesia dan Malaysia di Entikong pada
umumnya dijaga cukup ketat, namun ironisnya masih banyak calo yang yang
memiliki kedekatan dengan petugas sehingga mereka dapat melobi agar luput
dari pemeriksaan (Bangun, 2017). hal tersebut diperparah dengan Ketika
kunjungan Sutarmidji selaku Gubernur Kalimantan Barat ke PLBN Entikong
mendapati X Ray pemeriksaan sudah 6 bulan rusak dan CCTV sudah lebih
dari 1 tahun tidak beroperasi (Muharrami, 2023).

Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011
Tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan
Perbatasan Tahun 2011 — 2025 memiliki 3 (tiga) visi dan misi. 2 (dua)
diantaranya terkait dengan penegakan hukum. Berikut visi-misi pengelolaan
batas wilayah negara dan kawasan perbatasan:

(1) Mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang aman, melalui
peningkatan kondisi pertahanan dan keamanan yang kondusif bagi
berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan budaya serta penguataan sistem

pertahanan perbatasan darat dan laut.



(2) Mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang tertib, melalui
peningkatan kerjasama internasional, penegakan hukum, kesadaran
politik serta penegasan dan penetapan tata batas Negara.

Upaya peningkatan kondisi pertahanan dan keamanan yang kondusif
serta penegakan hukum sebagaimana tercantum dalam visi misi tersebut tentu
harus dilaksanakan secara menyeluruh dan tanpa meninggalkan satu ruang
pun untuk diperdebatkan. Tujuan hukum untuk mendapat keadilan, menjamin
kepastian serta memperoleh kemanfaatan harus memperoleh tempat
dimanapun warga negara, sekalipun berada di zona netral perbatasan.

Menurut Hiariej (2015) dalam bukunya “Prinsip-Prinsip Hukum
Pidana” menyatakan bahwa “hukum pidana adalah aturan hukum dari suatu
negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang
yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau
yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana ini dijatuhkan
dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya
dipaksakan oleh negara.” Posisi wilayah negara yang berdaulat menjadi
pertimbangan penting dalam penegakan hukum pidana. Hukum apa yang
akan digunakan dan bagaimana hukum acaranya. Urgensi tersebut yang harus
dijawab dalam menegakkan hukum pidana di Zona Netral.

Di dalam hukum pidana, permasalahan waktu dan tempat perbuatan
pidana atau yang dikenal dengan istilah tempus delicti dan locus delicti adalah
persoalan yang kelihatannya sederhana, namun kenyataannya tidak demikian

(Hiariej, 2015). Indonesia maupun Malaysia memiliki kedaulatan negara dan



1.2

1.3.

tanggung jawab sebagai negara. Penggunaan teritorialnya dan hak
menggunakan hukum nasional masing-masing negara harus selaras dengan
kewajiban untuk menjamin keadilan dan tidak merugikan kepentingan hukum
dari warga negara masing-masing.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan menimbang masih minimnya
penelitian terkait hukum pidana di Zona Netral, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul: PEMBERLAKUAN HUKUM
PIDANA DI ZONA NETRAL POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN)

ENTIKONG.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat

dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

(1) Bagaimana pemberlakuan hukum pidana di zona netral Pos Lintas Batas
Negara (PLBN) Entikong?
(2) Bagaimana penegakan hukum pidana di zona netral Pos Lintas Batas

Negara (PLBN) Entikong?

Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

(1) Memahami pemberlakuan hukum pidana di zona netral Pos Lintas Batas
Negara (PLBN) Entikong.

(2) Memahami penegakan hukum pidana di zona netral Pos Lintas Batas

Negara (PLBN) Entikong.



1.4.

1.5.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1) Manfaat Akademik
Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat kelulusan pada Strata Satu
(S1), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas OSO
Pontianak, Kalimantan Barat.

2) Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai ikhtiar pengembangan
ilmu hukum khususnya bagi pemberlakuan dan penegakan hukum pidana

di Zona Netral Perbatasan Indonesia — Malaysia

Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah terkait
pemberlakuan hukum pidana di Zona Netral. Bab ini juga
berisi rumusan permasalahan dari penelitian, tujuan
penelitian dan manfaat yang diharapkan dari hasil

penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kerangka pemikiran dari penelitian, dan
kerangka konseptual yang berisi uraian mengenai tinjauan
Pustaka mengenai: (1) Hukum pidana yang terdiri dari

sumber hukum pidana, pembagian hukum pidana, dan asas-



BAB III

BAB IV

BAB IV

10

asas berlakunya hukum pidana; (2) Wilayah negara dan; (3)
Zona Netral. Bab ini juga memuat state of the art yang

berisikan penelitian sejenis terkait Zona Netral

METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian skripsi ini yang terdiri dari jenis penelitian,
pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik

pengumpulan data, dan teknik analisis data penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil dan pembahasan yang memuat
pemaran (1) Pemberlakuan hukum pidana yang terdiri dari
peraturan terkait Zona Netral dan pemberlakuan hukum
pidana di Zona Netral Pos Lintas Batas Negara Entikong
yang dikaji dari segi waktu, tempat, orang, dan persoalan;
(2) Penegakan hukum pidana di Zona Netral Pos Lintas
Batas Negara Entikong yang terdiri dari analisis dengan
faktor kaidah hukumnya, penegak hukum, sarana dan

prasarana, masyarakat, dan budayanya.

PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penelitian yang memaparkan

kesimpulan penelitian dan saran atau rekomendasi
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bermanfaat terkait pemberlakuan hukum pidana di Zona

Netral.



5.1.

BABYV

PENUTUP

KESIMPULAN

Pemberlakuan hukum pidana beserta penegakan hukumnya di Zona

Netral Pos Lintas Batas Negara Entikong harus disesuaikan dengan statusnya

sebagai zona antara Indonesia dan Malaysia yang berfungsi secara border to

border untuk gencatan senjata, tidak menempatkan pasukan tentara masing-

masing dan tidak memperluas wilayah antar perbatasan. Maka berdasarkan

penelitian ini dapat ditarik dua kesimpulan yang menjadi pembahasan yaitu:

(1)

(2)

Pemberlakuan hukum Pidana di Zona Netral dapat dilakukan dengan
mempertimbangkan elemen-elemen perbuatan pidana dan Asas-Asas
dalam hukum pidana. Pemberlakuan hukum pidana di Zona Netral yang
beraspek pada locus delicti dapat menggunakan Asas Nasional Aktif
dengan mempertimbangkan elemen tempat perbuatan pidana, tempat
bekerjanya alat dan tempat akibat pidana. Pertimbangan secara
komprehensif selanjutnya dapat dengan mempertimbangkan berdasar
tempus delicti, subjek hukum pidana dan konteks persoalan perbuatan
pidananya.

Dalam upaya melihat kenyataan pemberlakuan hukum maka dapat
dianalisis dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum
yaitu kaidah hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat
dan budaya. Analisis yang didapat dari penelitian ini ialah berdasarkan

kaidah  hukumnya, maka dengan mempertimbangkan asas

127
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pemberlakuan hukum pidana di kesimpulan subbab (1), peraturan-
peraturan terkait keamanan, serta hukum kebiasaan yang diterapkan di
area PLBN Entikong khususnya Zona Netral. Berdasarkan penegak
hukumnya, di Area PLBN Entikong terdapat pengelola pengamanannya
tersendiri yang berjaga di keseluruhan zona PLBN Entikong dengan
kekuatan pendukung dari POLRI maupun TNI yang ditugaskan.
Berdasarkan sarana dalam penegakan hukum, PLBN Entikong
memiliki sarana keamanan yang memadai sehingga tergantung
penerapan hukumnya oleh para penegak hukum. Berdasarkan
masyarakat dan kesadaran hukumnya, pada umumnya pemahaman
masyarakat terkait hukum pidana di Zona Netral masih minim bahkan
cenderung menganggap tidak ada hukum negara yang berlaku di Zona
Netral. Serta yang terakhir berdasarkan budaya di perbatasan yang
sifatnya peralihan dan memiliki hubungan budaya dan sosial ekonomi
yang kuat antara Indoensia dan Malaysia sehingga penegakan hukum
harus dilaksanakan dengan pendekatan kesejahteraan masyarakat
terlebih dahulu kemudian setelah pendekatan pertahanan dan

keamanan.

5.2. SARAN
Pemberlakuan Hukum Pidana di Zona Netral PLBN Entikong pada
pokoknya diaplikasikan oleh penegak hukum dan selanjutnya diberlakukan

pula bagi subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban hukum.
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Berdasarkan penelitan beserta observasi dan wawancara yang dilakukan,

maka penulis memberi saran sebagai berikut:

(1)

2)

Pemberlakuan hukum pidana di Zona Netral Pos Lintas Batas Negara
Entikong diperlukan keserasian dan sinergitas terkait penentuan
pemberlakuan hukum pidananya. Hal ini sebagai upaya kesatuan suara
dari keseluruhan pihak yang terlibat dalam menindak perbuatan pidana
ringan maupun berat kedepannya.

Upaya penegakan hukum yang yang kuat diperlukan sosialisasi dan
pemahaman hukum yang komprehensif terkait Zona Netral di PLBN
Entikong yang kerap menjadi PLBN teramai di Indonesia, kepada
masyarakat perbatasan, penggerak ekonomi di area PLBN Entikong,
masyarakat pelintas batas negara maupun masyarakat umum sebagai
sebuah upaya pendidikan hukum. Diperlukan pula penegakan aturan
yang konsisten oleh penegak hukum di kawasan PLBN Entikong yang
menerapkan PLBN sebagai kawasan steril dalam upaya mencegah
tindak pidana, Serta Indikasi-indikasi yang mengarah ke tindak pidana
di Zona Netral dan sekitarnya perlu ditindak lanjuti dengan tegas dan

konsisten.
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Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Pedoman Wawancara untuk PLBN Entikong

Nama : Jevon Nicolaas Wagey

Jabatan : PIt. Kasubbid Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara

PLBN Entikong

1.  Apasaja wewenang PLBN Entikong secara umum?
Jawaban:
PLBN Entikong dipimpin atau dikelola oleh seorang Administrator
PLBN. Sesuai dengan Perka BNPP No. 7 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara, secara umum pengelola PLBN

menjalankan fungsi pelayanan, fasilitatif, koordinatif dan pengawasan.

2. Apa konsep zona netral menurut PLBN Entikong? Bagaimana sejarahnya
secara umum? Apa fungsinya? Siapa saja yang boleh beraktifitas disana?
Jawaban:

Secara umum zona netral ini merupakan zona atau area yang berada di
antara dua negara yang berbatasan yang telah disepakati secara border to
border untuk tidak menempatkan pasukannya masing-masing, tidak
memperluas wilayah serta mencegah terjadinya gencatan senjata. Zona netral
yang ada di setiap perbatasan darat, dalam hal ini PLBN berbeda satu dengan
yang lain. Sebagai contoh, zona netral yang ada di PLBN Entikong — Pos

ICQS Tebedu jaraknya hanya sekitar 15 meter, sedangkan zona netral yang
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ada di PLBN Aruk — Pos ICQS Biawak + 100 meter. Yang bisa beraktivitas

di zona netral PLBN Entikong hanya mereka yang memiliki kepentingan.

Apakah ada perjanjian antar negara khusus terkait Zona Netral di Perbatasan
Indonesia — Malaysia? Atau peraturan perundang-undangan yang lain?
Jawaban:

Sepengetahuan kami, dokumen perjanjian antara Indonesia dan
Malaysia adalah Sosek Malindo (Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia) yang

dimiliki oleh Pemerintah Prov. Kalimantan Barat.

Apa saja tindak pidana yang umum terjadi di PLBN Entikong?
Jawaban:
Sampai dengan saat ini tidak ada tindak pidana yang terjadi, hanya

pernah terjadi perkelahian antar porter/buruh angkut di zona netral

Apa kah ada/ pernah tindak pidana terjadi di zona netral PLBN Entikong?
Jawaban:

Tidak

Siapa yang mengelola jalan di zona netral?
Jawaban:

Dikelola secara bersama-sama antar kedua negara yang berbatasan.
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Apakah pedagang yang berjualan di zona netral resmi/diperbolehkan secara
legal?
Jawaban:

Sebenarnya tidak ada aturan yang secara jelas mengatur tentang boleh
tidaknya berdagang di zona netral, hanya secara historical masyarakat

setempat telah melakukan kegiatan berdagang sejak dulu.

Apakah semua porter dari arah PLBN Entikong resmi? dan dikelola oleh
siapa?
Jawaban:

Pengelolaan Porter sepenuhnya dikelola oleh Pihak BUMBes Entikong

Bagaimana mekanisme yang benar jika pengunjung (tidak akan melintas
batas ke negara Malaysia) ingin berkunjung ke zona netral?
Jawaban:

Pengunjung (non-pelintas) tidak diijinkan untuk berkunjung/berfoto-
foto di zona netral, area yang diijinkan hanya sebatas tugu garuda saja. Hanya
bagi Masyarakat lokal diberikan kesempatan untuk ke zona netral dengan
alasan misalnya bertemu keluarga, mengantarkan barang dan lain sebagainya.
Hal tersebutpun harus melalui pemeriksaan kami security dan harus melalui

dalam Gedung serta melewati pemeriksaan x-ray.
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Apa fungsi jalur tikus di sisi kanan zona netral PLBN Entikong berdasarkan
pihak PLBN? Apa tindak lanjut dari PLBN Entikong?
Jawaban:

Jalur “tikus” adalah jalur yang sebenarnya illegal, dibuat oleh
masyarakat untuk membawa barang-barang yang mungkin dilarang oleh
petugas. Pengelola PLBN dan petugas terkait telah berupaya untuk menutup
akses jalan tersebut, seperti memasang gembok dan memasang palang besi

namun selalu dijebol oleh masyarakat.

Siapa saja yang berwenang dalam pengamanan di PLBN Entikong?
Jawaban:
PLBN Entikong sendiri memiliki tenaga keamanan atau disebut dengan

Security, namun terdapat juga TNI/Polri yang bersifat sebagai backup.

Bagaimana pemahaman masyarakat terkait zona netral?
Jawaban:

Masih sangat minim, bahkan mereka menganggap bahwa tidak ada
hukum negara manapun yang berlaku di zona netral, hanya hukum
Internasional. Walaupun sebenarnya merekapun tidak tahu apa isi hukum

tersebut.
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Apakah ada masukan atau aspirasi dari PLBN Entikong terkait penegakan
hukum di perbatasan pada umumnya dan di zona netral pada khususnya?
Jawaban:

Diperlukan aturan yang jelas, tegas dan lugas sehingga para petugas
dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan
tersebut tanpa ada yang salah tafsir karena aturan itu kurang jelas. Selain itu
perlu dilakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat perbatasan terkait
kondisi perbatasan yang dulu sudah berubah menjadi lebih baik pada saat ini

sehingga diperlukan kerja sama juga dari mereka.
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Lampiran 3. Pedoman Wawancara untuk Satuan Pengamanan PLBN
Entikong

Nama : Yusmen

Jabatan : Satuan Pengamanan PLBN Entikong ( BNPP RI) )

1. Apa peran Satuan Pengamanan di PLBN Entikong ?
Jawaban:
Menjaga secara umum dan mengawasi lalu lintas orang dan barang,
saya secara pribadi khusus berjaga di sekitaran Zona Netral, lalu setiap
jamnya berkeliling bertugas mengawasi sisi PLBN yang lain dan menugaskan

anggota saya di Zona Netral untuk menggantikan.

2. Siapa yang bertugas menjaga pengamanan di kawasan PLBN Entikong?
Jawaban:
Dari kami (satuan pengamanan) dari Badan Nasional Pengelola

Perbatasan (BNPP), POLRI, dan TNI juga ada.

3. Apa saja sarana/fasilitas yang tersedia untuk menunjang pengamanan?
Apakah sudah sangat cukup? Apakah ada perlu tambahan sarana lain?
Apakah sumber daya manusianya cukup?

Jawaban:
Saya rasa sudah cukup baik semuanya. Namun sebagaimana yang

kalian (peneliti) sudah lihat, kami ini menghadapi konteks Internasional,
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Indonesia, Malaysia, dan juga Brunei. Tentu kita harus mengupayakan yang

terbaik dengan segala sarana yang ada.

Seperti apa konsep zona netral bagi Satuan Pengamanan? Apa fungsinya?
Siapa saja yang boleh beraktifitas disana?
Jawaban:

Zona Netral fungsinya sebenarnya sekarang hanya untuk pelintasan
saja. sebagai perantara para pelintas batas dan tempat bertemunya orang
antara Malaysia atau Indonesia yang tidak akan melintas batas. Biasanya juga
digunakan untuk orang dari Indonesia maupun Malaysia bertemu untuk
mengantar barang tanpa harus memasuki wilayah negara satu sama lain.

Namun hal tersebut harus melewati Gedung Zona Inti terdahulu dengan
sebelumnya mendapatkan kartu pengunjung pada satuan pengamanan di
depan PLBN. Zona Netral juga digunakan bagi porter untuk mengantar
barang pengunjung sebelum nanti diserahkan ke porter dari arah Malaysia.
Pedagang juga boleh berjualan di area zona netral.

Luas Zona Netral di perbatasan ini kalau istilahnya tuh kan cuma
sejengkal sejengkal saja, kalau dibandingkan dengan di Brunei Darussalam
itu bisa sampai 3 kilometer. Nah harusnya di Indonesia juga demikian, dalam
menentukan Zona Netral itu harus luas, jangan sempit. Kalau misalnya kita
berantem dengan negara tetangga, Zona Netral di PLBN Entikong ini kan

jarak capai tembak, jadi bagaimana kita akan memasukkan alat perang
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misalnya sebagai contoh. Jadi kalau misalnya berperang, jatuhnya masih di
wilayah Indonesia.

Ini kan sebenarnya (Zona Netral di PLBN Entikong) pernah diusulkan
sempai kebelakang (ke dalam kawasan PLBN), namun gedung PLBN ini

udah berlaku, jadi bagaimana mau memundurkannya lagi.

Ada papan informasi yang melarang bongkar muat di Zona Netral, pada
prakteknya bagaimana?
Jawaban:

Kita ada area tersendiri untuk bongkar muat tersebut, begitupula di

Malaysia ada zonanya sendiri.

Apa ada tindak Pidana terjadi di Zona Netral?
Jawaban:

Di Zona netral lumayan banyak permasalahannya, terutama barang dan
manusia. Di manusianya, bawa barang kah? Atau bawa apa yang kita takuti.
Semua barang yang lewat kita perhatikan dan anggota saya wajib mengecek
itu. Selama ini tidak pernah ada tindak pidana yang khusus terjadi di Zona

Netral.

Apakah ada pelanggaran lainnya di sekitaran Zona Netral?

Jawaban:
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Ada Jalur Tikus (Jalur tidak resmi) di sisi zona netral PLBN. Misalnya
ada masyarakat yang membawa barang, maupun sejenis makanan (yang tidak
bermasalah) namun dari PLBN Entikong sendiri tidak menerima, jadi
sebenarnya serba salah kita (sebagai Satuan Pengamanan) karena itu
kebutuhan masyarakat perbatasan. Kadang-kadang kalau kita (Satuan
Pengamanan) tidak melihat, itu dimanfaatkan untuk diam-diam melewati
jalur tersebut. Namun ada batasan bawaan yang boleh dibawa, semampu
dibawanya berapa. Jalur tikus itu menembus jauh kedalam hutan. Sebenarnya
jalur tikus di sini ini banyak namun utamannya tetap harus melewati PLBN

Entikong.

Bagaimana sistem penegakan hukum pidana di zona netral PLBN Entikong
diorganisir? bagaimana penanganannya? Bagaimana mekanismenya jika
terjadi?

Jawaban:

Jika terjadi tindak pidana di Zona Netral, maka akan diberlakukan
hukum positif dari pthak Kepolisian, nantinya akan diputuskan pemberlakuan
hukum pidananya sesuai dengan kewarganaan maupun permasalahan apa
yang terjadi. Kalau barang, seandainya TNI yang menangkap, nanti
kerjasama dengan polisi.

Nanti tergantung pelakunya lagi, kalau dari Indonesia, ya dihukum di
Indonesia, kalau dari Malaysia ya dihukum di Malaysia. Jika misalnya

pelakunya TNI sendiri maka digunakan khusus hukum militer.
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Misalnya kita menangkap orang Malaysia, maka kita tangkap, kita
bawa ke hukum, dari Indonesia dulu, kita BAP semuanya dari hukum
Indonesia, baru menyerahkan ke hukum Malaysia. Itu yang benar. Sesuai

dengan kejadian yang di lapangan.

Apakah terdapat hambatan dalam pengamanan di zona netral?
Jawaban:
Secara pribadi saya tidak mengalami hambatan-hambatan. Jika terjadi

apa-apa, kami cepat mengambil keputusan yang diperlukan.

Bagaimana kesadaran hukum masyaralat yang melintas atau melakukan
aktivitas di area PLBN, apakah sudah tertib atau tidak?
Jawaban:

Sudah cukup patuh karena aturan sudah jelas. Tingkat kesadaran hukum

sudah lumayan tinggi.
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Lampiran 4. Pedoman Wawancara untuk Masyarakat

Nama : R (Inisial)

Pedagang di PLBN Entikong

1.  Apakah mengetahui tentang zona netral?
Jawaban:

lya tau

2. Seperti apa konsep Zona Netral bagi Anda?
Jawaban:

Bingung juga saya mau menjelaskannya.

3.  Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemberlakuan hukum pidana jika
terjadi di zona netral?
Jawaban:

Mereka kan (penegak hukum) menggunakan Hukum Indonesia ya, tapi
ada juga daerah-daerah sini yang menggunakan hukum daerah, tergantung
apa kasusnya. Misalnya kasusnya kayak masukkan barang illegal gitu, nah
mereka (penegak hukum) menggunakan hukum Indonesia, tapi kalau
misalnya kalau misalnya ada pembunuhan sih disini tergantung keluarga

korban, mau diurus pakai hukum kah atau mau dihukum pakai hukum adat.



152

Apakah berjualan di area Zona Netral itu diperbolehkan?
Jawaban:

Boleh-boleh saja, Cuma ada waktu-waktunya. Misal kalau ada tamu-
tamu penting kayak Presiden dan lain-lain itu atau misalnya Walikota, nah itu
tidak boleh, harus steril, harus bersih. Tapi kalau tidak ada tamu-tamu besar
mereka mengizinkan, karena kan sumber keuangan perbatasan nih kan dari
jualan, termasuk juga orang-orang yang berjaja (menjajakan jualan) gitu,
sama ada orang jualan kartu, tukar uang, yang bantu-bantu ngurus Paspor,

gitulah.

Jalur di sisi Zona Netral PLBN ini untuk apa?
Jawaban:

Itu jalur untuk orang bawa barang-barang ilegal, tapi bukan kayak Sabu
dan sejenisnya, cuma kayak misalnya bawa daging dari Malaysia tuh kan ada
batasannya, mereka kalau mau menghindari cukai, mereka lewat hutan masuk
dari sisi Zona Netral itu. Rokok juga termasuk.

Nah dari pengamanan ini, ada hari-harinya razia, tapi kalau misalnya
dari Tentara-Tentara gitu, mereka tergantung dari apa yang kita bawa,
misalnya kita bawa barang air minuman, chiki-chiki (makanan ringan), nah
itu kan sebenarnya dari PLBN kan ndak boleh sembarang lewat (ada batasan),
tapi ada hari baiknya gitu, tergantung mood dari tentara, nanti mereka juga
nolong juga, bantu bawa barangnya. Tapi kalau udah barang-barang ilegal

(narkoba) tuh ndak boleh, mereka ada sanksinya masing-masing.
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Apakah porter (buruh angkut) bisa lewat jalur itu juga?
Jawaban:

Bisa, bisa lewat situ juga. Porter nih kan resmi, tapi kalau ada bawa
yang ilegal ilegal tuh nah itu ndak resmi. Kalau porter yang resmi itu ada
yang pakai baju biasa juga, terus ada nickname nya, tapi ada juga yang mau

kerja porter gitu juga (umum) ada 30 lebih.

Apakah pernah mengetahui tindak pidana di perbatasan secara umum?
Jawaban:

Aman-aman saja disini. Cuma dulu tuh ada yang pernah sampe masuk
penjara, karena orangnya marah-marah barang nda bisa keluar, Cuma dari
pihak Kepolisian, bea cukai itu, tidak terima, karena kan barang yang sudah
dibawa sama mereka kan barang mereka, barang titipan dari si A, si B,
(bandarnya) jadi mereka nih tukang bawanya aja. Barang yang dibawanya sih
cuma kayak chiki-chiki aja sih. Sebenarnya bawa kayak gitu nggak masalah,

Cuma kalau bawa untuk dijual lagi ga boleh.

Apakah Masyarakat percaya dengan hukum dan percaya dengan proses
penegakan hukum?
Jawaban:

percaya-percaya aja, cukup aman disini.
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Apakah ada norma-norma hukum setempat/ hukum adat yang berlaku disini
jika terjadi hal-hal yang melanggar hukum?
Jawaban:

Ada, misalnya kayak dihukum potong ayam, cari ini itu (sesuai
persyaratan), jadi ada hukum hukumannya sendiri. Misalnya kalau pelaku
pembunuhan itu ada yang kakinya diikat pakai kayu (pasung), dan itu masih
berlaku sampai sekarang. Cuma misalnya kayak mencuri sih disini biasanya

langsung lapor polisi.
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Lampiran 5. Pedoman Wawancara untuk Polisi

Nama : Kito

Jabatan : PS. Panit 2 opsnal Reskrim Polsek Entikong

1.  Siapa saja yang bertugas untuk mengamankan perbatasan dari tindak pidana?
Jawaban:

POLRI dan Institusi terkait yang telah diberi wewenang oleh UU.

2. Apasaja tugas/wewenang Polisi di di Perbatasan?
Jawaban:
Memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat. Melakukan penengakan

hukum, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat

3.  Apa saja sarana/fasilitas yang tersedia untuk menunjang pengamanan?
Apakah sudah sangat cukup? Apakah ada perlu tambahan sarana lain?
Apakah sumber daya manusianya cukup?

Jawaban:

Kendaraan dinas, persenjataan, dan lain-lain. Semua fasilitas cukup.

4. Seperti apa konsep zona netral bagi Polisi? Apa fungsinya? Siapa saja yang
boleh beraktifitas disana?
Jawaban:
Wilayah atau tempat dimana tugas dan wewenang POLRI tidak dapat

dilaksanakan secara UU.
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Apa saja tindak pidana yang umum terjadi di Perbatasan PLBN Entikong?

Jawaban: Penyeludupan

Apakah pernah terjadi tindak pidana di area zona netral?

Jawaban: Tidak pernah

Bagaimana sistem penegakan hukum pidana di zona netral PLBN Entikong
diorganisir? Bagaimana pencegahannya dan bagaimana penanganannya?
Bagaimana mekanismenya jika terjadi?

Jawaban:

Dilakukan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana dan selama ini

belum pernah ditemukan terjadi tindak pidana di Zona Netral.

Hukum apa yang diterapkan jika terjadi tindak pidana di Zona Netral PLBN
Entikong?

Jawaban:

hukum pidana yang berlaku secara internasional (sumber hukum

internasional).

Apakah ada batasan — batasan yang diterapkan pada Polisi dalam pengamanan
dan penegakan hukum?

Jawaban: Tidak ada
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Apa tantangan utama dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana di zona
netral? Bagaimana lembaga penegakan hukum mengatasi kendala tersebut?
Jawaban:

POLRI tidak ada kewenangan di Zona Netral

Bagaimana proses koordinasi antara lembaga penegak hukum di zona netral
dan instansi terkait (PLBN dst)?
Jawaban:

Aparatur di Border Entikong pada prakteknya saling bersinergi.

Apakah terdapat isu ketidakpastian atau hambatan dalam pelaksanaan
penegakan hukum pidana di zona netral, dan bagaimana hal tersebut diatasi?
Jawaban:

Tidak ada.

Bagaimana kesadaran hukum masyarakat yang melintas atau melakukan
aktivitas di area PLBN, apakah sudah tertib atau tidak?

Jawaban:

Tergantung tegas atau tidaknya para penegak hukum yang bertugas berjaga di

sekitar Zona Netral.

Apakah ada norma-norma hukum setempat/ hukum adat yang berlaku disini

jika terjadi hal-hal yang melanggar hukum?
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Jawaban:

Terdapat hukum adat setempat yang berlaku di Entikong.

Apakah ada masukan atau aspirasi dari Polisi terkait penegakan hukum di
perbatasan pada umumnya dan di zona netral pada khususnya?
Jawaban:

Sudah baik, tidak ada.
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Lampiran 6. Dokumentasi

Gambar 7. Wawancara dean Satuan Pengamanz;h (Security) PLBN
Entikong
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Gambar 9. Area Zona Netral
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Gambar 10. Aturan di Zona Netral

Gambar 11. Gedung Inti PLBN Entikong
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Gambar 12. Jalur Kendaraan Keberangkatan

Gambar 13. Jalur Kendaraan Kepulangan
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Gambar 15. Peresmian Penyambungan Jalan Entikong - Tebedu
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